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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURANBUPATIPURWAKARTA
NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tatgy Cara Evaluasj Rancangan Peraturan Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10‘_’:,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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’ tang
7 Tahun 2007 l('n)
| Panjang (RPJP)
Negara

Undang-Undang Nomor e
Rencana Pembangunan Jar
Nasional ~Tahun 2005-2025 (Lembgl;ﬂ"mmhahan
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor J3,

: 0);
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

tan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun i?ggln(tif)?wsig
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republ an Negara
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Rte'lfﬁ'?f
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep 5

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb§8;~n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 567).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

caman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas ~ Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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mor 12 Tahun 2019 tentang
(Lembaran Negara
42 Tambahan

Peraturan Pemerintah No
Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor e
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun ok .tent;lng
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perm'?m?]‘mh ﬂ:
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta lu'k
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN)  Tahun  2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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29.

2020 Nomor 288),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T?/?,:‘lz
2020 tentang Percepatan Penanganan Corom[l) m};
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Teaun
2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran

Daerah Proving; Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22,
seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tah}ln 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

ggé)g Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor
Tambahan Lembar Daerah Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan  Pembangunan  dan Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor
11);

)




Menetapkan

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yomor. rll
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 'em%?ﬁ
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 l"nhurll) ah
tentang Pembentukan dan Susunan [)ern|1gkfltl Hmen
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabup

Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peratu(;zllg
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2 :
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2021 Nomor 3);

32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemu@(hiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta;

Bupati adalah Bupati Purwakarta;
Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku




Maksud disusun
se
perencana
kegiatan

perangkat

' mber
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian su

daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen p?rengf]mag:
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak lhgn
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

- Rencana  Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah
aerah untuk periode 1 (satu) tahun.

+ Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adala_h dokumen
Perencanagn Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

+ Rencana Kerjq Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerap untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

C nya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu
bagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

an, penganggaran dan pelaksanaan program dan
pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja
daerah setiap tahun berdasarkan capaian target

indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu :

1.

sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2023;

. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan

daerah;

. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi

perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor,
wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;

sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja
perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator
program yang telah ditetapkan;
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BAB I
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun
2022 sebagai berikut :

a) BABI  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

b) BABII HagL EVALUASI RENJA  PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat
¢) BABII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat
Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

d) BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

e) BABV PENUTUP

Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

I

Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
RSUD Bayu Asih;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

- Dinas Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Perhubungan;

D%“""S Komunikasi dan Informatika;
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan
dan Pel‘industrian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pinty;

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Perikanan dan Peternakan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan  Perencanaan Pembangunan Penelitian  dan
Pengembangan Daerah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat;
Kecamatan Jatiluhur;
Kecamatan Sukasari;
Kecamatan Maniis;
Kecamatan Tegalwaru;
Kecamatan Plered;
Kecamatan Sukatani;
Kecamatan Darangdan;
Kecamatan Bojong;
Kecamatan Wanayasa;
Kecamatan Kiarapedes;
Kecamatan Pasawahan;
Kecamatan Pondoksalam;
Kecamatan Purwakarta;




43. Kecamatan Babakan Cikao;

44, Kecamatan Campaka;

45. Kecamatan Cibatu;

46. Kecamatan Bungursari;

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6

gerubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi
€fubahan RKpp Kabupaten Purwakarta

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

P sl
craturan  Bupati  jp; mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

i }

pggr nClsetlap orang  mengetahuinya, memerintahkan

45 gu angan Peraturan Bupati inj dengan penempatannya
am Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal |5 Ju(; 201

/ Q( BUPATI PURWAKARTA, /4-—
x -

4 ANNE'RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta =
pada tanggal |G jul; 202,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

\

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 14§



